BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LELANG

TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. Sistem Pelaksanaan Lelang Tender Pengadaan Barang Dan

Jasa di LPSE Provinsi Banten
Prinsip-prinsip dasar pengadaan LPSE Pemerintah Provinsi

Banten sebagai berikut:

a) Efisien : pengadan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dan dan daya yang meminimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil
dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b) Efektip : pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan susunan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya.

c) Transaparan : semua Kketetntuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara

luas oleh masyarakat pada umumnya .
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d) Terbuka : pengadaan barang/jasa dapat di ikuti oleh semua
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedual yang jelas.

e) Bersaing : pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia
barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga
dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif
dan tidak ada intervensi yang menggangu terciptanya
mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f) Non Diskriminasi & Adil : memberikan perlakuan yang sama
bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan kepda pihak tertentu, dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasuional.

g) Akuntabel : harus sesuai dengan aturan dan ketetntuan terkait
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat di pertanggung
jawabkan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa,
pemerintah mengadakan suatu undangan penawaran kepada pihak-
pihak yang dianggap mampu mengadakan kebetuhan tersebut.

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
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Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
Undangan penawaran tersebut sering juga di sebut “ tender”, yaitu
pekerjaan yang ditawarkan dengan cara yang lelang terbuka kepada
orang perseorangan atau badan uasaha yang dianggap memiliki
kemampuan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
ditawarkan pihak pengguna barang dan jasa.

Dalam sistem lelang tender ini penawaran kegiatan tidak
berdasarkan pada harga penawaran tertinggi, tetapi banyak kriteria
penilaian salah satunya adalah harga yang sama dengan atau di
bawah harga penawaran.

Setelah penawaran dimuat di surat kabar dan di papan
pengumuman resmi, peserta pengadaan dapat mengikuti lelang
tersebut dengan catatan memenuhi kualifikasi termasuk di
dalamnya bidang usaha. Pertama-tama yang perlu diperhatikan
adalah persyaratan yang dimuat dalam pengumuman lelang
tersebut, misalnya apakah lelang untuk usaha kecil atau non kecil.
Bila perusahaan anda termasuk kelompok usaha kecil, sementara
lelang hanya untuk perusahaan yang memenuhi kualifikasi non

kecil dengan pagu proyek diatas 1 miliar, maka perusahaan anda
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tidak dapat mengikuti lelang tersebut. Begitu juga dengan
perusahaan yang tergolong non kecil, tidak boleh mengikuti lelang
dengan kualifikasi usaha kecil. Kecuali, bila usaha kecil di nilai
tidsk mampu, maka lelang dilakukan dengan cara penunjukan
langsung, meski pun nilai pagu proyeknya kecil. Namun, sebelum
penunjukan ditetapkan di buat surat Keputusan dari Pejabat

Pembuat Komitmen yang isisnya menunjukan langsung penyedis

barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang di maksud, lalu

disusul dengan surat undangan yang harus segera melengkapi
persyaratan administrasi yang dibutuhkan.*

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mengatur hal-
hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan,
cermat, dan akuntabel.

2. Menyelesaikan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan,

! panduan Lengkap Uu Pengadaan Barang & Jasa.....h.244-245
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khususnya untuk pengadaan jasa  konstruksi  yang

penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-
procurement) melalui LPSE;

4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
masing-masing Kementerian/Lembaga secara
terkonsolidasi/terintegrasi (menggabungkan beberapa paket
pengadaan sejenis dalam satu proses pengadaan, sehingga
didapatkan harga yang lebih murah dan seragam dalam satu
daerah)?

Ketentuan Umum Mengikuti Pengadaan Barang/ Jasa:

1. Website layanan pengadaan secara elektronik (di singkat :
website SPSE) adalah akses kepada sistem pengadaan
seacara elektronik (SPSE) wuntuk dapat melakukan,
mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

2 Hasil wawancara dengan Bpk Handi (HelpDesk) LPSE Provinsi Banten,
Tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10:15
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Layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya di singkat
LPSE adalah unit kerja/pelaksana yang memfasilitasi
panitiaan pengadaan/unit layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik.

. Pengguna (User) adalah peserta pemakai website LPSE
yang wajib memiliki user id dan password yang telah
terigistrasi di website LPSE. Pengguna juga merupakan
semua pihak yang menggunakan website LPSE yang tidak
terbatas pada PKK/Panitia Pengadaan Penyedia barang/jasa
yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan password
dalam website LPSE.

. User ID adalah nama ataua pengenal unik sebagai identitas
diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di
dalam website LPSE.

. Password adalah kumpulan karakter atau string yang
digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User 1D
pada website LPSE.

. User ID dan password yang masih aktif dapat digunakan
oleh pengguna melalui website LPSE tempat yang

bersangkutan terdaftar.
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LPSE dapat menyediakan sarana ruang bidding sesuai
kemampuan LPSE yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan
local network (LAN). Apabila di dalam ruang bidding tidak
dilengkapi dengan komputer maka pengguna yang akan
mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerinrah secara
elektronik dapat membawa notebook dan tersambung
dengan jaringan LAN LPSE.

Apabila LPSE tidak menyediakan ruang bidding maka
pengguna dapat melaksanakan proses pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik dari lokasi lain
yang terhubung dengan internet (misal: kantor pengguna,
warung internet hotspot umum dan lainnya) dan tersambung
ke jaringan internet.

Pengguna dapat menggati user ID atau password sesuai
dnegan keinginannya, dan menjaganya agar selalu bersifat
rahasia.

Waktu yang digunakan untuk proses pengadaan melalui
website LPSE adalah waktu dari server LPSE setempat.
Dengan menjadi pengguna website LPSE maka pengguna

dianggap telah memahami dan menyetujui semua isi
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didalam persyaratan dan ketentuan pengguna Sistem
Pengadaan Secara Elektronik, User Guide dan ketentuan
lainnya yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).’

Pemilihan penyedia barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh
semua penyedia barang yang terdiri dari orang perorangan warga
negara indonesia jika diperbolehkan dalam LDP ( lembar data
pengadaan), perusahaan nasional (badan usaha yang didirikan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia) yang diatur lebih
lanjut dalam LDP, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
lain dan memenuhi persyaratan kualifikasi.

Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa
1. Perencanaan
Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja

Kementrian/Lembaga. Setelah penetapan pagu identifikatif.

perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBD

dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja

dan anggaran perangkat daerah.

® panduan Lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa.....h.9-10
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a. ldentifikasi Kebutuhan (' kebutuhan masyarakat)

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengidentifikasi
kebutuhan barang/jasa yang diperlukan instansinya sesuai
Rencana Kerja Pemerintah/Daerah. Dalam mengidentifikasi
kebutuhan barang/jasa Pejabat pembuat komitmen terlebih
dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah
ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa
dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil.

b. Penyusunan Anggaran Tahunan

Sebelum tahun anggaran berikutnya (pada bulan desember

tahun anggaran berjalan oleh DPRD). Dinaungi oleh PA.
c. RUP ( Rencana Umum Pengadaan)

SIRUP adalah sistem informsi rencana umum pengagdaan
berbasis wed (web based) yang fungsinya sebagai saranaa
atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untum
mempermudah pihak PA/PPK dalam mengumumkan
RUPnya. SiRUP sebagaui sarana layanan publik terkait RUP
sehingga memudahkan masyarakt dalan mengakse secara
langsung pengadaan barang/jasa secara nasional. Pengguna

langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada
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website LKPP. Aplikasi dan database SiRUP tercetralized
pada satu server milik LKPP.
d. HPS ( Harga Perkiraan Sendiri)

Dalam proses pengadaan barang/jasa, salah satu tahapan
yang saling krusial bagi pejabat pembuat komitmen (PPK)
adalah penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh
penyedia barang/jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal
dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya
kerugian negara atau biasa yang dianggap dengan
pemabungan harga (mark-up) dan dianggap telah terjadi
persengkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia
barang. Akan tetapi, apabila ditetapkan lebih rendah dari
harga wajar berpotensi untuk terjadinya tender gagal karena
tidak ada penyedia barang yang berminat untuk mengikuti

lelang pengadaan.*

* Hasil wawancara dengan pak Handi (HelpDesk) LPSE Provinsi Banten,
Tanggal 01 Agustus 2018, pukul 10:15
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e. KAK (Kerangka Acuan Kerja)/Spek Teknis & Gambar
Pelaku pengadaan barang/jasa oleh Pejabat Pembuat
Komitemn (PPK).
f. SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak)
. Pemilihan
Pada tahap metode pemilihan penyedia termasuk dalam
proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan tahap
perencanaan pemilih penyedia dimana menjadi tanggung jawab
dari pokja ULP atau pejabat pengadaan dalam memutuskan
metode apa yang akan dipakai guna mendaptkan barang/jasa
yang diperlukan oleh institusi tersebut.
1) Penyedia
a. Tender
Metode pemilihan penyedia barang, konstruksi, dan
jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/pekerjaan, kontruksi/jasa
lainnya yang memenuhi syarat. Dan membutuhkan waktu
1 bulan lamanya.
b. Tender cepat

Membutuhkan waktu pelelangan 3-7 hari saja.
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c. Seleksi
Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi yang
diumumkan secara luas.
d. Pengadaan langsung
Pada dasarnya metode pengadaan langsung ini untuk
pekerjaan yang memang nilainya untuk dibawah 200 juta
rupiah.
e. Penunjukan langsung
Jika pengadaan langsung dibatasi oleh harga, maka
penunjukan langsung tidak ada batasan maksimal nilai
paket pengadaan. Namun yang membatasi adalah karakter
barang/jasa yang khusus dan keadaan tertentu.
f. Sayembara
Metode pemilihan penyedia jasa memperlombakan
gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga
satuan. Contohnya seperti pembuatan logo.
g. Kontes
Metode  pemilihan penyedia  barang  yang

memperlombakan barang tertentu yang tidak mempunyai
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harga pasaran dan yang harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan harga satuan/ tidak ada batasan
nilai.
3. E-marcket place ( Pasar Elektronik Untuk Pemeritah)
a. e-Purchasing/e-katalog
e-Purchasing/e-katalog adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga
barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa
pemerintah. E-purchasing ini perangkat lunak sistrem
pengadaan secara elektronik SPSE berbasis web yang
terpasang diserver Layanan Pengadaan Secara Elektronik
yang dapat diakses melalui Website Layanan Engadaan
Secara Elektronik (LPSE).?
b. Toko online/ Daring
Toko online/ Daring untuk mempermudah melakukan
pembelian barang dengan proses yang sederhana, cepat dan
aman, tanpa melalui proses lelang yang memrlukan waktu

lebih lama.

% Eproc.LKPP.go.id, diakses 30 july.2018, pukul 19.51 WIB
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4. Pelaksanaan
a. Kontrak / Surat Perjanjian Kerja
b. SPK (Surat Perintah Kerja)
c. Surat pesanan
d. Kwitansi
e. Bukti pembelian
5. Serah terima
a. Berita acara serah terima
6. Monev (Monitor Evaluasi)
a. Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Setelah proses pengadaan barang dan jasa diselesaikan
maka untuk proses selanjutnya berdasarkan hasil penetapan
pememenang/ keputusan pemenang lelang. Kuasa pengguna
anggaran atau pejabat pembuat komitemn dibantu ULP
pengadaan barang dan jasa menyusun/menerbitkan surat
perintah kerja (SPK) dan surat perjanjiab, dengan ketentuan
untuk pengadaan barang jasa pekerjaan konstruksi/ jasa

lainnya.
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Syarat-Syarat Sebagai Penyedia Barang/Jasa

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dalam pengadaan
Barang/Jasa pemerintah di indonesia penyedia barang/jasa wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjalankan kegiatan/usaha.

2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajeril untuk menyediakan Barang/Jasa.

3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai
penyedia barang jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada no 3,
dikecualikan bagi penyedia barang jasa yang baru berdiri
3 (tiga) tahun.

5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang
jasa.

6. Dalam hal penyedia barang jasa akan melakukan

kemitraan, penyedia barang jasa harus mempunyai
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perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat
presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut.

Memiliki kemampuan dasar (KD) untuk usaha non-kecil,
kecuali untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi.
Khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa
lainnya harus memperhitungkan sisa kemampuan paket
(SPK).

Khusus untuk pelelangan dan pemilihan langsung
pengadaan pekerjaan konstruksi memilih dukungan
keuangan dari Bank.

Jumlah paket yang sedang di kerjakan terbanyak yang
dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu
5 (lima) tahun terakhir.

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang diberhentikan dan atau
direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang
dibujtikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani

penyedia Barang/Jasa.
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12. Sebagai wajib pajak sudah memilikinnomnor pokok
wajib pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir.

13. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri
pada kontrak

14. Tidak masuk dalam daftar hitam

15. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman dan,

16. Mendatangani pakta integritas.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang
Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Di LPSE Provinsi
Banten

Berdasarkan hasil penelitian di LPSE Propvinsi Banten

terhadap sistem lelang tender pengadaan Barang/Jasa. Pertama
kali yang akan di analisis adalah bagaimana akad yang terdapat
dalam praktek lelang tender pengadaan barang/jasa. Akad
merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di
indonesia disebut perjanjian.Karena lelang tender pengadaan
barang/jasa ini dilakukannya melalui online. Maka dari itu pihak

penyedia dan pihak pengadaan diharuskan benar-benar
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memahamisyarat dan ketentuannya. Lelang sama saja seperti
halnya jual beli lainnya mempunyai syarat yang dimana transaksi
dilakukan atas dasar sukarela sehingga tidak boleh ada
pemaksaan untuk mengikuti lelang.

Akad merupakan pertemuan ijab dan gabul yang berakibat
timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dan
pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mepresentasikan
kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak
pihak lain sehingga timbulah suatu tindakan hukum. Tujuan akad
adalah adamya maksud bersama yang dituju dan hendak
diwujudkan oleh para pihak melaui perbuatan akad.®

ljab da kabul adalah ketetapan syariat dalam mengungkapkan
secara verbal yang menjadi standar hati atau niatnya, ijab kabul
diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad
dan gabul adalah pihak kedua.

Model transaksi ini memiliki fungsi adanya kepastian hukum,
dimana seseorang atau pihak yang dinyatakan sebagai pemenang
lelang akan memperoleh suatu kepastian dari pejabat lelang

bahwa vyang bersangkutan dijamin hak-haknya dalam

® Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta,
Gramedia:2010) H.409
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kepemilikan benda yang dijadikan objek pada pelelangan setelah
yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang.

Karena lelang merupakan bagian dari salah satu sistem jual
beli maka dari itu syarat dan rukunnya harus sesuai. Akan tetapi,
ada perbedaan antara jual beli secara umum. Lelang ada hak
memilih boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya.
Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar
menukar barang, dan pelaksanaanya khusus dimuka umam.
Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat
atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjejenjang
naik atau turun.

Ada beberapa ulama yang memakruhkan transaksi lelang.
Diantaranya ibrahim an-Nakha’i. Beliau memakruhkan jual beli
lelang, lantaran ada dalil hadist dari sufyan bin wahab bahwa dia

berkata,
5 3al e (e e ) O 5 5 Carals
aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR.

AL Bazar)’

" https://rumahfigih.com diakses hari minggu 30 September 2018 pukul
19:28
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sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza’i, Ishaq bin
Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang di lelang itu bukan
rampasan perang atau harta warisan. Apabila harta tersebut
adalah harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh,
sedangkan selain keduanya hukumnya tidak boleh atau makruh.

Lelang mempunyai beberapa kesamaan yang nyaris sulit
dibedakan dengan transaksi sejenis, seperti dengan najsy, atau
transaksi membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain, atau
menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Sedangkan,
praktek yang di haramkan dalam jual beli adalah ketika penjual
dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, tiba-tiba muncul
pembeli yang lain dan menohok dengan mengajukan harga tawar
yang lebih tinggi. Seandainya antara pembeli pertama dengan
penjual belum sempat terjadi kesepakatan harga, sebenarnya tidak
mengapa kalau ada yang menyodok dengan harga yang lebih
tinggi. Namun apabila kedua belah pihak sudah mencapai
kesepakatan atas harga yang ditetapkan, lalu tiba-tiba
kesepakatan itu di rusak dengan masuknya penawar baru dengan
harga yang lebih tinggi, maka cara itu adalah cara yang

diharamkan. Dalam praktek lelang kepakatan harga belum
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tercapai. Masing-masing peserta lelang masih saling tawar dan
belum ada keputusan. Dan saling tawar di antara calon pembeli
bukanlah hal yang terlarang®

Untuk mengihindari praktik kecurangan dalam lelang ini maka
dari itu pihak LPSE menyediakan aplikasi yg langsung bisa
ditinjau melalui aplikasi Monev (monitor evaluasi) yang ditinjau
langsung oleh audit. Karena kecurangan dapat mengakibatkan
kedzaliman bagi suatu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT,

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 135.
Rt AP I NS NPT AN £ O PP SR SR P R R R TR TP
AL\ P H PP SO RS T A NP Ay L S S P

2o 2% s,;/l
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu”. (QS.An-Nisa:135)°
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“ Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah kami turunkan

® https://rumahfigih.com diakses hari minggu 30 September 2018 pukul
19:28
° Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya......... h.131
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bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan,” (Q.S Al Hadid:25)10

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang berlaku
diatas bahwa salah satu prinsip tersebut adalah adil. Untuk
menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman Allah
mengaharamkan atas dirinya, kemudian Allah menjadikannya
terlarang di antara mahluknya, sebagaimana tertuang dalam

Hadits yang berbunyi:

P

240 Ko kit &y 5 cledn Jo &
o= B L kel J~ 5 S 4
IS AR EICE PO CRUIVE

Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya orang-orang yang
berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahya di sebelah
kanannya, yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil
dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil dalam
mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu
yang diamanatkan kepadanya.” (HR.Muslim dan Nasa’i)
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Menempatkan sesuatu pada tempatnya secara seimbang, tidak
berat sebelah. Memperlakukan sesuatu sesuai dengan haknya dan
tidak membeda-bedakannya. Orang yang berlaku adil semasa
hidupnya akan mendapatkan kedudukan yang mulai di sisi Allah.

Bersikap adil dalam berbagai hal dapat mewujudkan adil dalam

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya......... h.541



91

berbagai hal dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera,
tentram dan damai.

Lelang dalam pandangan figih, dalam transaksi keuangan
islam, harga di tentukan atas dasar keinginan pembeli dan
penjual. Dalam banyak hal, barang akan terjual kepada pembeli
yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif
syariah, transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut
sebagai bay muzayadah, yang diartikan sebagai salah satu metode
penjualan berdasarkan harga tertinggi.**

Berbeda dengan lelang tender dipengadaan barang/jasa para
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai
pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadan barang/jasa. Salah satu tugas Pejabat Pembuat
Komitmen adalah pembuat spesifikasi teknis dan harga patokan
sendiri. Sebelum kegiatan pengadaan dilakukan atau dimulai
terlenih dahulu dilakukan dengan membuat harga perkiraan
sendiri, HPS dibuat dengan melakukan survey harga pasar

dengan membandingkan dua sumber harga yang berbeda

' Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, ( Jakarta
Ghalia Indonesia:2012),h. 82
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sehingga ditemukan harga yang wajar dengan kualitas barang
yang baik sehingga negara tidak di rugikan.

Harga perkiraan sendiri dibuat sebagai dasar untuk
menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan
barang dan jasa, alat riciannya terbuka dan tidak rahasia, tetap
rincian harga satuan bersifat rahasia. Dan para pihak penyedia
dilarang menawar lebih dari harga perkiraan sendiri.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar lelang yaitu suatu
terorganisir dimana harga menyesuaikan diri terus menerus
terhadap penawaran dan permintaan serta biasanya dengan
barang dagangan standar, jumlah penyedia banyak dan tidak
saling mengenal, pelaksaan lelang  secara online, karena
meminimalisir kecurangan atau persengkokolan dalam dalam
praktek lelang tender ini.

Transaksi jual beli umunya dilakukan dengan hadirnya dua
orang penjual dan pembeli. Dengan seiring perkembangan
teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa di gunakan dari jarak
jauh seperti jual beli melalui internet. dalam sistem lelang tender
secara online ini pihak penyedia menawar secara online. sampai

ada kesepakatan harga. Setelah adanya kesepakatan harga untuk
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akadanya pihak penyedia langsung mengunjungi kantor LPSE
untuk menandatangani surat kontrak.

Jual beli lelang sebagai sarana saling tolong menolong antara
umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran
dan sunnah Rasulullah SAW. Semua syariat Allah SWT yang
berlaku mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak
diragukan lagi oleh siapapun. Adapun salah satu hikmah dibalik
pensyariatan bai’u adalah sebagai media atau srana bagi umat
islam dalam memenuhi setiap kebutuhanannya. Ssemua ityu tidak
akan terealisasikan tanpa adanya peranan orang lain dengan cara
tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan
orang lain, dan saling memberi juga menerima antara sesama
manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

Lelang merupakan salah satu jual beli, walaupun dengan cara
berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-
syaratnya sebagaimana diataur dalam jual beli secara umum.
Syariat islam sangat konsen terhadap anjuran dalam perpegang
teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti
penjelasan penjuakl atas cacat barang yang di jual. Apabila dalan

barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjuak tidak memberi
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penjelasan kepada pembeli maka penjuak telah melakukan
pelanggaran syariah.** Sama halnya dengan lelang peserta lelang
yang ingin ikut lelang hendaknya diberi tahu dahulu proses lelang
dan keuntungan yang akan diperoleh.

Syariat Islam memperbolehkan jual beli barang/jasa yang halal
dengan cara lelang yang dalam figih disebut sebagai akad bai
muzayadah. Jual beli lelang tidak termasuk praktik riba meskipun
ia dinamakan ba’i muzayadah dari kata ziyadah yang bermakna
tambahan sebagai makna riba, namun pengertian tambahan disini
berbeda, dalam ba’i muzayadah yang bertambah adalah
penawarannya harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan
oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang
bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik
riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang
diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau
barang ribawi lainnya.

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan

pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang tender,

12 Said Sa’ad Marton, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),h.80
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syariat islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai

guide line yaitu diantaranya:

1.

Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar
saling sukarela (‘an taradhin)

Objek lelang tender harus halal dan bermanfaat

Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual
Kejelasan dan transparansi barang/jasa yang dilelang tanpa
adanya manipulasi seperti window dressing atau lainnya.
Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,

Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa potensi
menimbulkan perselisihan.

Tidak menggunakan caran yang menjurus kepada kolusi dan
korupsu untuk memenangkan tender dan tawaran.*®

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan

tidak sah dalam praktik lelang dikatagorikan para ulama dalam

praktik najasy (komplotan/ trik kotor tender dan lelang yang

diharamkan nabi SAW. (HR.Bukhari dan muslim) atau juga dapat

dimasukkan dalan kategori Risyah(sogok) bila penjual atau

pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk

13 https://rumahfigih.com diakses hari minggu 30 September 2018 pukul 19:28
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memenangkan lelang tender ataupun lelang yang sebenarnya
tidak memenuhi kriteria yang dikehendaku mitra bisnisnya.**
Dengan demikian hukum lelang tender pengadaan barang jasa
diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi kriteria umum
yang digariskan seperti syariat di atas. Namun, bisa menjadi
haram sebagaimana jual beli yang masuk ke dalamnya, semisal

melelang barang haram dan lainnya.

1 Konsultasi ulama, suara islam, Https:// eramuslim.com/konsultasi/figih
kontemporer/hukum lelang tender.htm, 04 november 2008 pukul 11:11 (diakses pada
tanggal 14 september 2018, 12:07 WIB)



